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RINGKASAN

KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKANWILAYAH JABATANNYA ATAS

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

Merry Rimadini,1 Suprapto2

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab menjalankan
jabatannya secara profesional, terutama dalam hal keberadaannya di wilayah tugas
yang telah ditetapkan. Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2014 melarang notaris untuk
meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan
yang sah dan izin dari Majelis Pengawas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan
ketentuan sanksi terhadap pelanggaran ini masih menyisakan berbagai
permasalahan dari sisi kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab
ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris serta menawarkan
klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai dengan prinsip asas kepastian hukum.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, serta bersifat preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang
menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi, yaitu: lemahnya rumusan
norma dalam Pasal 17 ayat (2), ketiadaan aturan pelaksana yang menjabarkan
secara teknis prosedur pemberian sanksi, serta adanya perbedaan penafsiran oleh
Majelis Pengawas di berbagai daerah. Selain itu, kode etik profesi yang berlaku
masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan praktis secara konkret.

Penelitian ini merekomendasikan adanya perumusan ulang norma Pasal 17
disertai aturan pelaksana yang eksplisit dan sistem informasi pengawasan yang
transparan. Standar pemberian sanksi perlu diatur berdasarkan asas
proporsionalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminatif. Dengan demikian,
sistem pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih konsisten dan adil, serta
mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan
masyarakat.

____________________
1 NIM : 2320216320054
2 Pembimbing
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KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKANWILAYAH JABATANNYA ATAS

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

Merry Rimadini,3 Suprapto4

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Notaris, Wilayah Jabatan, Sanksi Administratif, Kepastian
Hukum, Pengawasan.

Penelitian ini membahas ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris
yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin berdasarkan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari perspektif
asas kepastian hukum. Permasalahan muncul karena tidak adanya peraturan
pelaksana yang menjelaskan lebih lanjut mekanisme, standar, dan prosedur sanksi,
serta adanya disparitas penerapan di berbagai daerah yang mengakibatkan
inkonsistensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor
penyebab ketidakjelasan, serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang
sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan
disebabkan oleh lemahnya formulasi norma, kurangnya standar nasional dalam
pengawasan, lemahnya kode etik, dominasi diskresi pengawas, serta ketiadaan
sistem informasi yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma
dan regulasi teknis yang menjamin proporsionalitas, konsistensi, serta
perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasanya.

____________________
3 NIM : 2320216320054
4 Pembimbing
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